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BUPATI SIDOARJO 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR 32 TAHUN 2014 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDOARJO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 13, 
perlu menetapkan Peraturan Bu pati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2013; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 



u 

u 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421 ) ; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 1~6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan. Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) Sebagaimana telah diubah dengan 

PeratruranPemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155) ; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor.140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahu~ 2011 ten tang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 

Tahun 2011; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lem_baran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 

Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 
Tahun 2007 Seri E) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 -
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 
2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 23) ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 

2011 ten tang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 
Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri A); · 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 

2013 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 

Seri A); 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 

Tahun 2014 ten tang Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 

Tahun 20 14 Seri A); 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasall 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

2.Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ defisit 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pemblayaan anggaran 
tahun berkenaan 

Rp. 858.433.670.217,95 

Rp. 1.311.016.195.099,00 

Rp. 525.820.292.348,00 

Rp. 2.695.270.157.664,95 

Rp. 1.149.842.584.896,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 96.542.699.428,00 

Rp. 61.860.121.347,00 

Rp 42.274.714.015,00 

Rp. 100.104.209.034,00 

Rp 22.361.000,00 

Rp.1.450.646.689. 720,00 

Rp. 106.919.622.850,40 

Rp.- 493.567.850.051,68 

Rp. 518.682.837.520,30 

Rp. 1.119.170.310.422.38 
Rp. 2.569.817.000.142,38 

Rp. 125.453.157.522,57 

Rp. 369.082.083.238,77 

Rp. 10.244.000.000,00 

Rp. 358.838.083.238.77 

Rp. 484.291.240.761,34 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dala m Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan 
realisasil anggaran. 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam La mpiran II Peraturan Bupati ini. 

PasalS 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 12 Agustus 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

VJNO RU-e::TIAWAN 

Ditetapkan di Sidoarjo 
pada tanggal 12 Agustus 2014 

BUPATI SIDOARJO, 

ttd 

H. SAIFUL ILAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 33 
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